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KATA PENGANTAR

- Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana
~ Pembangunan ( MUSRENBANG ) Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetepan
eview Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Nagari Tahun 2021, Pemerintahan Nagarl
* Kubu Tapan dan Bamus Nagari Nagari Kubu Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat
~ Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari Nagari Kubu Tapan tahun anggaran 2021.
: Perubahan.\nwranPendapatandanBelanja(APB)Nagariadalaglbﬂslan
~ dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun 2021, dan ini sesuai dengan
 hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan
~ Penetapan RKP Nagari yang sekarang adanya pandemi Covid-19 ini, maka berhasil
" menyelesaikan Dokumen perencanaan Anggaran dan Belanja Nagari ( APBNag )
- Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 ini. :
- melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan Perubahan :
7 Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari Kubu Tapan untuk kegiatan tahun
1

, Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) Nagari Kubu Tapan ini tetapi Dokumen ini
'sesuai dengan hasil musyawarah dan usulan Masyarakat Nagari. i
‘membantu Tim penyusunan APBNag Kubu Tapan yang telah sesuai dengan proses
tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
mendes 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran
1, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Bia
erintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomox
40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat
Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan
i Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan
ah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersu
aran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021,
ir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembay
n Anggaran 2021. . :
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DAFTAR ISI

REKOMENDASI KECAMATAN.
. SURAT KEPUTUSAN DAN LEMBAR HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG
- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ( APBNag )
~ KUBU TAPAN TAHUN 2021.
3. PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
- DAN BELANJA NAGARI ( APBNag ) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
. PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
~ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ( APBNag ) KUBU TAPAN
 TAHUN 2021.
5. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  TENTANG
.\‘-_ PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
- APBNag MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.
6. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH HASAN |
RANCANGAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBNag TAHUN 2021. , f e
;TREKENINGKORAN GIRO.: e R 1
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
J1. Kampung Tengah — Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com

EASAE EHLAN. SN
900 /506/CRAH-2021 Ps.Beriang, 24 Februari 2021
6 (enam) berkas
Pengantar APB Nagari Kepada
Tahun Anggaran 2021.
Yth. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari
tentang APB Nagari tahun 2021, maka telah keluar hasil evaluasi oleh
Tim Kecamatan melali Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubpngan dengan hal diatas, bersama inj kami sampaikan
s ! :

kepada Bagak hal sebagai berikut :

1. Hasil cvaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah

melampirkan berkas sesuai dengan arahan tim evaluasi;
2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada

Bapak Peraturan Nagari tentang APB Nagari:
- Nagari Binjai Tapan "
Nagari Talang Koto Pulai Tapan g
Nagari Sungai Pinang Tapan ‘
Nagari Limau Purut Tapan
Nagari Kubu Tapan -
Nagari Simpang Gunung Tapan -

SRCTR R NI N

Demikian kami sampaikan at
terima kasih.
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S STATAN

PLS PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
N KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

5\\1 / JI. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
! KodePos : 25671 email:kec, rnhultapammnﬂ.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor : 900 / 4 /Kpts/CRAH-2021

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
CAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

lembaca ¢ Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu
| Tapan Nomor : 900/ 13 /WN-BT-2021 tanggal 16 Februari 2021 B
k. Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2021; | o
[enimbang 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 afat (1) Point
v a, dan ayat (2) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114
3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat r}@’
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2
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Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan
Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan; -
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas :
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana"
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Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
 Pemberhentian Perangkat Desa;
~ 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Talmn2015tentangSustmanOrganuandantataW
: Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik
Desa; .
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Desa, Pembpngunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Penctapan Prioritas Pembangunan Dana
Desa Tahun 2021; '
15. Surat Mentri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 |
April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April
2020 Perihal Pemberitahuan; :
17Sm‘atMenteriDesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
" Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 Apﬂm 2
Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerir
BLT Dana Desa; ——
18 szmtzdmnumwnkeuanpnm 2/PK/20

——
=
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tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah
Nagari;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran
2020;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah
KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Bupati Pe%sisk Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembag:ian dan Penetapan Dana Nagari yang
Bersumber dari An'ggaran Pendapatan dan Belanja Negara j
Tahun Anggaran 2020; v

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

27.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389
/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa Pemerintah kabpaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019; < e

28. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahui
chcana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) N:

~ Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
Y% ZQiPeraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 1

Kewenangan Nagari Kubu Tapan;
Peraturan Nagari Kubu Tapan

.
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MEMUTUSKAN:

Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan
sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana
dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujub) hari kerja
terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
memndaklarputx hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peramran Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari,
Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan
oleh Bupati Pesisir Selatan.

Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata
Pengantar,Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan
Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari
TA 2020, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagar
2021, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber
Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Pho )
Giro, Photocopy NPWP.

Wali Nagari bertanggung 2
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Ditetapkan di Pasar Beriang
- %2 Februari 2021

usan disampaikan kepada : 5 %
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan; By

- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; i TR

5. Kepala Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; ML

6. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan o SR
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DAFTAR HADIR

. CEMIN /0¢ FeBRUARY 2021
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o DAFTAR HADIR
anggal : AMK / (8 .02-202!
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NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

: a. bahwa Anggaran Penk:laparan dan Belanja Nagari -

sebagai wujud dari !pengelolaan keuangan Nagari o

dilaksanakan secara térbuka dan bertanggung jawab B

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraa.n pemermtahan Nl
berdasarkan prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingk

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan
dalammelaksanakanpemenntahandanﬂ a

gPeraturan Desa. Tentang
‘Belanja Nagan'Tahun'
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- Nomor 137, Tambahan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

; 'Unda.ng-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudulni
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (L

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No
Tambahan Lembaran Negara Repubhk nd
Nomor 2989);

Peraruran Pemerintah Nomor
Dana Perimbangan (Lem
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13.

14.

lS:

16.

17/

18.

119

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Danal Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan :Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 o

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1),
Peraturan Menteri Desa, Pemban ar
Te <
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Surat Edaran Mentri Keuangan Nomor: 2/PK/2021
tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019,
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Naga.q Tahun
Anggaran 2021; :
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
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Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran

dapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan
ahan APB Nagari

Pasal 4
an Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
iini dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan
Pasal 2

an lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
maksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
pisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
i Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
endapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB

Pasal 4 : J
A
aturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diy dangkan. -
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LAMPIRAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021
URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
2 3 4
" Per 1.254,461.400,00
Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00
E JUMLAH PENDAPATAN 1.255.461.400,00
.o ‘Belanja Pegawai 394.030.680,00
~ Belanja Barang dan Jasa 403.799.327,04
~ Belanja Modal 369.699.049,77
Belanja Tidak Terduga 93.422.500,00
JUMLAH BELANJA '1.260.951.556,81
SURPLUS / (DEFISIT) (5.490.156,81) -
— .
 PEMBIAYAAN .
Penerimaan Pembiayaan 5.490.156,81 i
5.490.156,81 |
PEMBIAYAAN NETTO 5.490.156,81
~ SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021
URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
(Rp)
PENDAPATAN
mlﬁ.uﬂ Transfer 1.254,461 .400,00
Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.255.461.400,00
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 467.032.520,71
| Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 418.282.930,34
- Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
'Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51.600.000,00 | ADD
Belanja Pegawai | ‘ ; 51.600.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 282.000.000,00 | ADD
I
Belanja Pegawai _ 282.000.000,00
i Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.230.680,00 | ADD
~ Belanja Pegawai 5.230.680,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 21.374.750,34 ]
- D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian G
- Belanja Barang dan Jasa 21.374.750,34
- Penyediaan Tunjangan BPD 52.800.000,00 | ADD
Belanja Pegawai 52.800.000,00
~ Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P .277.500,0
| erkantoran, Pakaian Seragam, perj - BTS00, AR
~ Belanja Pegawai 2.400.000,00

2.877.500,00 |

8.812.267,77

T
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URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
(Rp)
3 4 5
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 22.541.072,60
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 5.571.913,00 | DDS
Reguler)
| 52 Belanja Barang dan Jasa 5.571.913,00
, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 3.150.000,00 | PBH
3152, Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00
Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 1.044.159,60 | PBH
52. Belanja Barang dan Jasa 1.044.159,60
Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.800.000,00 | DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring 4.975.000,00 | ADD
an Perangkat Desa, dan Pemilih
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00
Sub Bidang Pertanahan 2.770.000,00
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.770.000,00 | PBH
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.770.000,00
- | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ' 594.115.100,00
| sub Bidang Pendidikan - : E 90.000.00000 | | o
Penyelenggaran PAUD/TK/TPATTKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 18.00000000 | oS | &
a (Honor, Pakaian dll) |
| 52 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an 72.000.000,00 | DDS . 'fF
52. | Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 ;
Sub Bidang Kesehatan 40.680.000,00 i :
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 16.800.000,00 | 1
. 1
Belanja Barang dan Jasa ,; 5
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka F 4
| derKesehatan dil) 5
‘ 1 Belanja Barang dan Jasa %
PernbangunaanamblhstWengadaan Sarana/Prasarana
*PosyandulPoﬂndeslPKD" ’ )
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Belaniz Mocal
Penguztzn & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriiban oleh P
emdes

Belzniz Barang dan Jasa
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Penyelengoaran Fesival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU
T Ri, Raya Keagamaan i)

Belaniz Barang dan Jasa

Belaniz Barang dan Jasa

ANGGARAN SUMBERDANA
URALAN
(Rp)
3 4
Dungen Pelsksanaan Program Pembangunan/Reheb Rumah Tidak Laya 30.000.000,00
i Huri GAKON
Befzniz Barang dan Jas2 30.000.000,00
Pemelibarsan Fasiitas Jemban UmurmMCK Umum di 35.000.000,00
Beizniz Barang dan Jas2 35.000.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 50.000.000,00
Pengeicizan Lingiungan Hidup Millk Des2 45.000.000,00
Belaria Barang dan Jesa 45.000.000,00
Pelathen/ScsiziisasiPenyuuhan/Penyadaren tentang LH dan 5.000.000,00
Kehutanan (Digiih)
Befoniz Barang don Jas2 5.000.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 25.220.000,00
Penyslenggarasn Informasi Pubii Desa (Poster, Baliho D) 25.220.000,00
Belznia Barang dan Jasa 720.000,00
53 Belaniz Modzd 24.500.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 54.366.436,10
i Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 1“.'"“’“
| Mesyaraiat e : ,
* | Pengedzen/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 8.000.000,00
' Bekeriz Barang dan Jasa
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URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
(Rp)
: 3 4 5
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
* Belanja Modal 2.000.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 30.000.000,00
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 30.000.000,00 | oS
mmm Perlindungan Anak dan 19.015.000,00
 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 19.015.000,00 | poS
19.015.000,00
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D 93.422.500,00
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana 50.800.000,00
Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana 50.800.000,00 | pbs
~ Belanja Tidak Terduga 50.800.000,00
| Sub Bidang Keadaan Darurat 11.022.500,00
~ Penanganan Keadaan Darurat 11.022.500,00 | ppS
Belanja Tidak Terduga 11.022.500,00 -
‘ Sub Bidang Keadaan Mendesak 31.600.000,00 i'
§ Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 21.600.000,00 | ppS :

Belanja Tidak Terduga
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